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ABSTRAK

Tugas Akhir ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi
penyusunan Buku Kas Umum (BKU) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan.
Analisis ini dilakukan dengan terlebih dahulu memetakan dan mendeskripsikan
prosedur aktual penyusunan kedua laporan tersebut, kemudian mengevaluasinya
berdasarkan indikator efektivitas dan efisiensi. Penelitian ini bertujuan untuk
mengevaluasi sejauh mana efektivitas dan efisiensi dalam proses penyusunan Buku
Kas Umum (BKU) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan.

Data untuk tugas akhir ini menggunakan pendekatan kualitatif deskripstif.
Data dikumpulkan melalui observasi, studi dokumentasi terhadap Buku Kas Umum
(BKU) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta wawancara

mendalam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penyusunan telah berjalan
dan dinilai efektif dalam menghasilkan laporan yang akurat dan tepat waktu.
Namun, dari segi efisiensi masih terdapat beberapa tahapan yang dapat
dioptimalkan karena melibatkan pekerjaan manual dan alur yang belum
terdokumentasi secara baku. Temuan ini menjadi dasar pemberian rekomendasi

perbaikan prosedur untuk mendukung penguatan akuntabilitas keuangan daerah.

Kata Kunci: Efektivitas, Efisiensi, Buku Kas Umum (BKU), Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP), Prosedur, Akuntabilitas.
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ABSTRACT

This final project aims to analyze the effectiveness and efficiency of
preparing the General Cash Book (BKU) and Government Agency Performance
Report (LKjIP) at the Population and Civil Registration Office of Magetan
Regency. This analysis was conducted by first mapping and describing the actual
procedures for preparing the two reports, then evaluating them based on indicators
of effectiveness and efficiency. This study aims to evaluate the extent of effectiveness
and efficiency in the process of preparing the General Cash Book (BKU) and
Government Agency Performance Report (LKjIP) at the Population and Civil
Registration Office of Magetan Regency.

The data for this final project used a descriptive qualitative approach. Data
was collected through observation, documentation studies of the General Cash
Book (BKU) and Government Agency Performance Report (LKjIP), as well as in-

depth interviews.

The results of the study show that the preparation procedures have been
carried out and are considered effective in producing accurate and timely reports.
However, in terms of efficiency, there are still several stages that can be optimized
because they involve manual work and workflows that have not been documented
in a standardized manner. These findings form the basis for recommendations for
procedural improvements to support the strengthening of regional financial

accountability.

Keywords: Effectiveness, Efficiency, General Cash Book (BKU), Government
Agency Performance Report (LKjIP), Procedures, Accountability.
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BAB1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah mencakup seluruh kegiatan penting yang
mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Pancasari Kusumawardani,
2020). Pemerintah sebagai pengelola dana publik dalam jumlah besar, harus
memastikan setiap penggunaan dana didukung pengawasan ketat terhadap kas dan
pelaporan akurat untuk mencegah penyimpangan. Hal ini bertujuan mencapai tata
kelola yang baik (good governance), dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas

sebagai pilar utama.

Era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi menuntut
transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya di
instansi pemerintah. Prinsip-prinsip ini merupakan pilar utama untuk mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan mencegah penyimpangan
keuangan daerah. Setiap instansi pemerintah, termasuk dinas-dinas di tingkat
kabupaten, berkewajiban untuk mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah
(APBD) secara tertib, taat, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan. Salah satu
bentuk pertanggungjawaban keuangan di lingkungan pemerintahan daerah adalah
penyusunan Buku Kas Umum (BKU) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP). Buku Kas Umum (BKU) berfungsi sebagai catatan seluruh transaksi

keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran, sedangkan Laporan Kinerja



Instansi Pemerintah (LKjIP) berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas
pelaksanaan program dan pelayanan administrasi kependudukan kepada pemerintah
dan masyarakat, sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk menilai pencapaian kinerja
yang telah ditetapkan. Kelengkapan, ketepatan, dan ketepatan waktu dalam
penyusunan kedua dokumen ini menjadi indikator penting efektivitas pengelolaan

keuangan.

Efektivitas dan efisiensi dalam penyusunan kedua dokumen tersebut
menjadi indikator penting kinerja administrasi keuangan instansi. Efektivitas
ditunjukkan oleh kemampuan menghasilkan Buku Kas Umum (BKU) dan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang akurat, lengkap, tepat waktu sedangkan
efisiensi dalam penyusunan laporan keuangan berkaitan dengan sumber daya (seperti
waktu, tenaga, dan biaya) secara optimal untuk menghasilkan keluaran yang
diinginkan, dalam hal ini Buku Kas Umum (BKU) dan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) yang berkualitas. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber
daya manusia, adaptasi teknologi, dan kepatuhan terhadap regulasi masih sering
ditemukan dalam proses penyusunan Buku Kas Umum (BKU) dan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP).

Berdasarkan pra-survei dan observasi awal terdapat indikasi bahwa
prosedur penyusunan Buku Kas Umum (BKU) dan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LkjIP) masih melibatkan beberapa tahapan manual dan belum
sepenuhnya terdokumentasi dalam alur baku. Situasi ini berpotensi memengaruhi

tingkat efisiensi karena dapat menimbulkan duplikasi pekerjaan dan memperlambat



proses. Di sisi lain, ketiadaan standarisasi juga berisiko terhadap tingkat efektivitas

laporan yang dihasilkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam penyusunan Tugas Akhir ini
penulis merasa perlu melakukan penelitian untuk menganalisis “Efektivitas dan
Efisiensi Penyusunan Buku Kas Umum (BKU) dan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Magetan” dengan terlebih dahulu untuk mendalami dan mengevaluasi
prosedur aktual yang berjalan di lapangan. Tujuannya adalah untuk memberikan
gambaran objektif serta rekomendasi perbaikan yang mendukung terciptanya

akuntabilitas keuangan daerah yang lebih baik di Kabupaten Magetan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka fokus

permasalahan yang akan dibahas dalam tugas akhir ini, yaitu:

1. Bagaimana prosedur aktual penyusunan Buku Kas Umum (BKU) dan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Magetan?

2. Bagaimana tingkat efektivitas dan efisiensi dari prosedur penyusunan Buku Kas
Umum (BKU) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersebut?

3. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas dan efisiensi dalam proses
penyusunan Buku Kas Umum (BKU) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LK|IP)?



1.3

Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam tugas akhir ini adalah:

1.

1.4

Untuk memetakan dan mendeskripsikan prosedur aktual penyusunan Buku Kas
Umum (BKU) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan.

Menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi penyusunan Buku Kas Umum
(BKU) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasarkan indikator
ketepatan waktu, kesesuaian dengan regulasi, kelengkapan dokumen, akurasi
informasi, dan optimalitas penggunaan sumber daya.

Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas dan efisiensi
penyusunan Buku Kas Umum (BKU) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) termasuk kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi, dan

dukungan manajemen.

Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara

teoritis maupun praktis:

1.

Manfaat Teoritis

a. Sebagai bahan kajian dan referensi dalam pengembangan ilmu administrasi
keuangan daerah, khususnya terkait evaluasi efektivitas dan efisiensi
prosedur pelaporan.

b. Dapat dijadikan sebagai bahan studi banding bagi peneliti lain yang ingin

mengkaji topik serupa di instansi pemerintah lainnya.



2. Manfaat Praktis

a.

Sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk meningkatkan efektivitas dan
efisiensi penyusunan Buku Kas Umum (BKU) dan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) melalui penyempurnaan prosedur dan sistem
kerja.

Sebagai sumber informasi untuk menilai kinerja administrasi keuangan
instansi dan bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan penguatan
sistem akuntansi dan pelaporan.

Meningkatkan tranparansi dan akuntabilitas publik, sehingga dapat
menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan

daerah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Good Governance

Konsep good governance menjadi paradigma utama dalam penyelenggaraan
pemerintahan modern. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,
tata kelola pemerintahan yang baik dicirikan oleh prinsip-prinsip profesionalitas,
akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum. Dalam konteks pengelolaan
keuangan daerah, prinsip akuntabilitas menurut pemerintah untuk dapat
mempertanggungjawabkan semua kegiatan dan penggunaan anggaran publik kepada

masyarakat.

2.2 Landasan Teori

a) Akuntansi

Akuntansi terdiri dari tiga aktivitas dasar, yaitu mengidentifikasi, mencatat,
dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi suatu entitas kepada pihak yang
memiliki kepentingan (Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, 2019). Informasi
akuntansi memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan (Worang et al.,
2025). Akuntansi didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, dan
pengikhtisaran transaksi keuangan yang dilakukan secara sistematis dan

kronologis, kemudian disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan ini



berguna bagi pihak yang membutuhkan informasi tersebut untuk pengambilan
keputusan.
b) Buku Kas Umum (BKU)

Buku Kas Umum (BKU) adalah catatan akuntansi yang mencatat seluruh
transaksi penerimaan dan pengeluaran kas secara kronologis. Dalam konteks
pemerintah daerah, Buku Kas Umum (BKU) berfungsi sebagai dokumen utama
penatausahaan kas yang menjadi sumber data untuk rekonsiliasi dan pelaporan
keuangan. Penyusunannya mengacu pada Permendagri No. 77 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Kas Daerah yang menetapkan prosedur baku mulai dari
verifikasi bukti transaksi, pencatatan harian, hingga pelaporan periodik.
¢) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan
akuntabilitas kinerja yang wajib disusun oleh setiap instansi pemerintah. Berbeda
dengan laporan keuangan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berfokus
pada pencapaian tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan dengan
membandingkan realisasi keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap target
yang ditetapkan dalam Renja (Rencana Kerja). Penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mensyaratkan
konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

d) Konsep Efektivitas dan Efisiensi dalm Prosedur Administrasi Keuangan

Efektivitas prosedur diukur dari kemampuan proses dalam menghasilkan

dokumen Buku Kas Umum (BKU) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



(LKjIP) yang akurat, lengkap, dan tepat waktu sesuai dengan regulasi yang
berlaku. Sementara itu, efisiensi dinilai dari optimalitas penggunaan sumber daya
(waktu, tenaga, dan biaya) dalam menjalankan prosedur tersebut. Suatu prosedur
dikatakan efisien jika dapat diselesaikan dengan sumber daya minimal tanpa
mengorbankan kualitas ouput.
2.3 Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan
keuangan daerah. Tujuan wutama pengelolaan keuangan daerah adalah
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui

prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

2.4 Buku Kas Umum (BKU)
2.4.1. Pengertian Buku Kas Umum
Kas Umum (BKU) adalah buku yang digunakan untuk mencatat semua
penerimaan dan pengeluaran kas yang dilaksanakan oleh Bendahara Umum
Daerah (BUD) atau kuasa BUD. Buku Kas Umum berfungsi sebagai buku utama
(general ledger) untuk akun kas yang menggambarkan posisi kas harian dan

merupakan dasar untuk penyusunan laporan keuangan (Permendagri No. 77

Tahun 2020).



2.4.2. Fungsi dan Tujuan Buku Kas Umum (BKU)
Fungsi utama Buku Kas Umum :
1. Sebagai alat untuk mengontrol arus kas.
2. Sebagai sumber informasi real-time mengenai saldo kas.
3. Sebagai dasar rekonsiliasi antara catatan kas instansi dengan laporan bank.
4. Sebagai bukti penatausahaan yang sistematis untuk mendukung penyusunan
Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua transaksi kas telah dicatat

secara lengkap, akurat, dan tepat waktu (Widjaja, 2018).

2.5 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

2.5.1 Pengertian dan Dasar Hukum Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP)

Laporan akuntabilitas kinerja yang menyajikan informasi tentang
pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja
(Renja). Berbeda dengan laporan keuangan yang fokus pada pertanggungjawaban
uang, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mempertanggungjawabkan
hasil (outcome) dari penggunaan anggaran tersebut. Penyusunannya diatur secara
hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi
untuk menyampaikan laporan yang menggambarkan keterkaitan antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan hasil.
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2.5.2 Komponen dan Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah
Secara umum, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) terdiri dari:
1) Ikhtisar Kinerja (ringkasan capaian)
2) Penjelasan atas Pencapaian Indikator Kinerja (per target sasaran)
3) Evaluasi Kinerja (analisis keberhasilan dan kegagalan), dan
4) Lampiran (data pendukung)
Prosedur penyusunan yang ideal meliputi tahapan:
a) Pengumpulan Data ; kinerja dan keuangan dari seluruh bidang
b) Konsolidasi dan Rekonsiliasi ; dimana data keuangan dari Buku Kas
Umum (BKU) harus selaras dengan capaian kinerja
c) Analisis dan Penyusunan Narasi; serta
d) Verifikasi dan Pengesahan oleh pimpinan instansi sebelum disampaikan

kepada pemerintah daerah.

2.6 Efektivitas dan Efisiensi Penyusunan Buku Kas Umum (BKU) dan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Efektivitas dapat dipahami sebagai tingkat pencapaian suatu aktivitas dalam
merealisasikan tujuan yang telah ditentukan (Handayaningrat, 2017). Dalam hal
penyusunan Buku Kas Umum (BKU) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP), efektivitas menunjukkan sejauh mana proses pembuatan kedua dokumen
tersebut berlangsung sesuai dengan ketentuan dan mendukung terwujudnya

transparansi dalam pengelolaan keuangan.
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Efisiensi merupakan ukuran perbandingan antara keluaran (oufput) dengan
masukan (input) yang digunakan dalam suatu proses. Dalam konteks manajemen,
efisiensi berarti melakukan sesuatu dengan cara yang benar (doing things right),
yaitu mencapai hasil yang diinginkan dengan penggunaan sumber daya yang
minimal atau optimal (Mahmudi, 2015). Efisiensi berfokus pada proses, sedangkan

efektivitas berfokus pada hasil.

2.7 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini adalah:

1. (Nurjanah, 2020)
Dalam penelitian skripsi “Efektivitas Penyusunan Buku Kas Umum
(BKU) dalam Pertanggungjawaban Keuangan pada Dinas Perhubungan Kota
Surakarta”, menyimpulkan bahwa efektivitas penyusunan Buku Kas Umum
(BKU) sudah baik ditinjau dari kelengkapan dan kesesuaian prosedur. Namun,
penelitian ini menemukan kendala pada konsistensi penginputan data oleh
bagian bendahara dan belum mengkaji aspek efisiensi waktu penyusunan

secara mendalam.

2. Apriyanti dan Sari (2022)

Dalam jurnal “Analisis Efektivitas Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Bantul”, menemukan bahwa faktor penghambat
utama efektivitas adalah pemahaman SDM terhadap SAP dan kerumitan

sistem aplikasi. Penelitian ini telah menyentuh aspek efisiensi dengan
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menyebutkan waktu penyusunan yang molor, tetapi belum menjadikan
efisiensi sebagai variabel analisis utama.
. Firdaus dan Sari (2023)

Dalam penelitian “Analisis Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pendidikan Kota Malang”
menemukan bahwa tahapan verifikasi berjenjang yang berbelit menjadi
penyebab utama keterlambatan pelaporan. Penelitian ini relevan sebagai
acuan untuk menganalisis alur birokrasi di lokasi penelitian.

. Rahman (2022)

Dalam penelitian “Efisiensi Prosedur Buku Kas Umum (BKU)
Berbasis Aplikasi SIMDA di Pemkab Bantul” menyimpulkan bahwa
otomatisasi pencatatan dan rekonsiliasi dapat memangkas waktu penyusunan
laporan hingga 40% dan mengurangi kesalahan manusia (human error).
Temuan ini menyoroti pentingnya dukungan teknologi dalam prosedur yang
efisien.

Berdasarkan hasil penelitian yang ada sebelumnya, dapat disimpulkan
bahwa efektivitas dan efisiensi penyusunan Buku Kas Umum (BKU) dan
Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sangat bergantung pada faktor sumber
daya manusia, penerapan sistem informasi, serta kepatuhan terhadap prosedur

keuangan.
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2.8 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, kerangka pemikiran penelitian ini akan
menganalisis dua prosedur Penyusunan Buku Kas Umum (BKU) dan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan mengacu pada regulasi yang berlaku.
Prosedur aktual yang berjalan di lapangan akan dinilai efektivitas dan efisiensinya

berdasarkan indikator tertentu.

Selisih (gap) antara prosedur ideal yang diamanatkan oleh Permendagri No. 77
Tahun 2020 untuk Buku Kas Umum (BKU) dan PP No. 8 Tahun 2006 untuk
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan prosedur aktual yang
dijalankan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan.
Kesenjangan ini kemudian akan dinilai dari aspek efektivitas (keakuratan,
kelengkapan, ketepatan waktu) dan efisiensi (optimalitas penggunaan sumber
daya). Temuan dari analisis ini, yang diperkuat oleh konteks temuan audit eksternal
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menjadi dasar untuk merumuskan

rekomendasi perbaikan prosedur yang konkret dan dapat ditindaklanjuti.
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Regulasi & Kebijakan
Permendagri No. 77 Tahun
2020 dan PP No. 8 Tahun 2006

Mempengaruhi

A 4
Prosedur yang Diteliti /

Prosedur Penyusunan Buku
Kas Umum (BKU)

Prosedur Penyusunan
Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LkjIP)

v

Analisis Indikator
Efektivitas & Efisiensi

l

Temuan Lapangan:

Kesesuaian & Penyimpangan

y

Rekomendasi Perbaikan:
Prosedur & Integrasi Temuan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK)

Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Pemikiran Penyusunan Buku Kas Umum dan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-
analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan
fenomena dalam hal ini prosedur penyusunan Buku Kas Umum (BKU) dan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara sistematis dan faktual. Sementara itu,
pendekatan analitis digunakan untuk menguraikan, membandingkan, dan
mengevaluasi kesesuaian antara prosedur aktual tersebut dengan standar atau

prosedur ideal yang ditetapkan dalam regulasi.

Fokus penelitian adalah untuk memetakan, mendeskripsikan, dan
menganalisis alur kerja (workflow) dan tahapan dalam prosedur penyusunan Buku
Kas Umum (BKU) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan.
3.2 Objek Penelitian dan Subjek Penelitian

3.2.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Efektivitas dan Efisiensi Penyusunan Buku Kas
Umum (BKU) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penelitian ini
difokuskan pada proses penyusunan kedua dokumen tersebut pada Bidang
Sekretariat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan.

Pemilihan Bidang Sekretariat sebagai fokus penelitian didasarkan pada peran

15
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sentralnya dalam pengelolaan administrasi umum dan keuangan organisasi,

termasuk penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya.

3.2.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau informan kunci dipilih menggunakan teknik

purposive sampling, di mana informan dipilih karena dianggap paling mengetahui

informasi mendalam tentang topik penelitian dan terlibat langsung dalam proses

penyusunan Buku Kas Umum (BKU) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) di Bidang Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Magetan. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah:

1))

2)

3)

4)

5)

Kepala Bidang Sekretariat : Sebagai penanggung jawab keseluruhan
administrasi dan penyelenggaraan tugas sekretariat, termasuk koordinasi
penyusunan laporan keuangan.
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) : Sebagai pihak yang bertanggung
jawab atas penatausahaan keuangan dan penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban untuk kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
Bendahara Umum Daerah (BUD) : Sebagai pihak yang secara langsung
menangani transaksi kas, mencatat dalam Buku Kas Umum, dan
menyiapkan pertanggungjawaban bendahara.
Sub Bagian Keuangan : Sebagai pelaksana teknis yang terlibat dalam
pengumpulan data, penginputan, dan pembuatan draft laporan keuangan.
Pengelola Barang Milik Daerah (BMD) : Sebagai pihak yang memberikan

data dan verifikasi terkait aset tetap/inventaris untuk kelengkapan
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lampiran Laporan Pertanggungjawaban (jika relevan dengan proses

penyusunan).

3.3 Jenis dan Sumber Data
3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif yang diperoleh dengan metode deskriptif-analitis melalui informan yang
memiliki peran langsung dalam proses penyusunan laporan kinerja instansi
pemerintah (LKjIP) pada bendahara pengeluaran.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang
dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara
mendalam, observasi, dan dokumentasi. Pada wawancara dilakukan dengan
bendahara pengeluaran dan pihak terkait lainnya untuk memperoleh informasi
mengenai mekanisme, kendala, serta kepatuhan terhadap regulasi dalam

penyusunan laporan pertanggungjawaban.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif melalui
beberapa langkah. Untuk mendapatkan data yang akurat dan menyeluruh, metode

pengumpulan data yang diterapkan adalah:
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1. Wawancara Mendalam (/n-depth Interview)

Peneliti melakukan dialog terbuka dengan informan kunci seperti
Bendahara, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Staf Subbag Keuangan &
Perencanaan untuk memahami alasan di balik suatu prosedur dan tantangan yang
dihadapi.

2. Observasi (Partisipatif Pasif)

Peneliti mengamati secara langsung proses kerja penyusunan Buku Kas
Umum (BKU) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tanpa
mengintervensi, dengan fokus pada dokumen yang digunakan, alur persetujuan,
dan interaksi antar staf.

3. Studi Dokumentasi

Menganalisis dokumen primer seperti contoh isian Buku Kas Umum
(BKU), draft Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), bukti transaksi Surat
Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), kwitansi, serta

Standar Operasional Prosedur (SOP) internal yang digunakan oleh Dinas.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi
dalam meningkatkan pemahaman mengenai signifikan akuntabilitas dalam
pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam tahap pertanggungjawaban
bendahara pengeluaran. Selain itu, temuan penelitian ini bisa dijadikan acuan
bagi lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk

mendukung pengelolaan keuangan yang lebih jelas dan efisien.
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3.5 Teknik Analisis Data
Data dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dianalisis dengan
model interaktif Miles dan Huberman, melalui tiga tahap:
1. Reduksi Data
Menyaring, memfokuskan, dan merangkum data mentah yang relevan
dengan fokus prosedur Buku Kas Umum (BKU) dan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP).
2. Penyajian Data
Menyusun data menjadi uraian naratif yang terstruktur mengenai prosedur,
serta menyajikannya dalam bentuk tabel dan bagan alir (flowchart) untuk
memyisualisasikan alur kerja.
3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi
Menarik makna dari data yang disajikan, mengidentifikasi pola kesenjangan
prosedural, dan menyimpulkan temuan akhir mengenai efektivitas dan efisiensi

prosedur.
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BAB IV

HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kantor Dinas

4.1.1 Sejarah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Magetan

Gambar 4. 1 Logo Kabupaten Magetan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan
menggunakan lambang Pemerintah Kabupaten Magetan sebagai identitas resminya.
Hingga saat ini, tidak ada logo khusus yang dapat ditemukan hanya untuk Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Magetan, karena lembaga tersebut berada di

bawah pemerintahan daerah.

4.1.2 Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan merupakan
institusi pemerintahan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan
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Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan mempunyai tugas
membantu Bupati dalam Penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan di
bidang administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Magetan memiliki fungsi sebagai unsur pelaksana urusan bidang

administrasi kependudukan.

4.1.3 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Magetan

1. Visi

Visi merupakan gambaran keadaan masyarakat Kabupaten Magetan di masa
depan yang akan dicapai. Visi Pemerintah Kabupaten Magetan mewujudkan
Masyarakat Magetan yang SMART Semakin Mantab dan Lebih Sejahtera, maka
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan memiliki Visi
yaitu : “Terwujudnya Pelayanan Prima Bidang Administrasi Kependudukan
Berbasis Teknologi Informasi”.
2. Misi

Untuk mendukung visi yang telah dibuat dan ditetapkan, selanjutnya
dibutuhkan konsep yang jelas, sistematis, dan strategis. Konsep tersebut akan
terangkum dalam pernyataan yang menjelaskan tentang langkah-langkah yang

akan dilaksanakan dimasa datang sebagai hasil dari interpretasi visi. Misi Dinas
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Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan yaitu : “Mewujudkan
Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan yang Berbasis Teknologi

Informasi”.

4.1.4 Motto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan

Motto atau dalam bahasa Inggris dituliskan dengan Motto, merupakan
sebuah kalimat ataupun kata yang dijadikan sebagai prinsip dan semboyan dalam
kehidupan. Motto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan

sendiri adalah : “Go Digital”

— a

MOTTO ™
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN MAGETAN

“GO DIGITAL”

-

Gambar 4. 2 Motto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Magetan

4.1.5 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah sebuah susunan berbagai komponen atau unit-
unit kerja dalam sebuah organisasi yang ada di masyarakat. Dengan adanya struktur
organisasi maka kita bisa melihat pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau

kegiatan yang berbeda bisa dikoordinasikan dengan baik. Selain itu, dengan adanya
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struktur tersebut maka kita bisa mengetahui beberapa spesialisasi dari sebuah

pekerjaan, saluran perintah, maupun penyampaian laporan.

Sebagai institusi perangkat daerah keberadaan sumber daya aparatur
memegang peran penting dalam menjalankan kebijakan dan program yang dibuat
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan. Selain
dukungan aparatur dengan kapasitas dan kapabilitas yang handal dibutuhkan sistem
organisasi yang tersusun secara sistematis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan wewenang. Struktural

organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan berikut:

a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Berperan
sebagai penanggung jawab tertinggi atas seluruh aktivitas dinas, termasuk
pengelolaan keuangan dan akuntabilitas pelaporan.

b. Sekretaris Dinas, membawahi :

1) Umum dan Kepegawaian; Bertanggung jawab atas pengelolaan barang
inventaris dan administrasi kepegawaian, yang berpengaruh pada
kelengkapan dokumen pendukung Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
(misal: data aset).

2) Keuangan; melakukan verifikasi dokumen, penginputan data keuangan,
dan penyusunan laporan keuangan.

c. Kelompok Jabatan Fungsional, yang berisi :

1) Analisis Kebijakan Ahli Muda; Memberikan analisis kebijakan yang dapat

mempengaruhi perencanaan anggaran dan pelaporan.
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2) ADB Kependudukan; Terkait dengan data kependudukan yang mungkin
digunakan dalam perencanaan program dan anggaran.

3) Perencana Ahli Muda; Terlibat dalam penyusunan rencana kerja dan
anggaran (RKA), yang menjadi dasar penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban (LPJ).

4) Pranata Komputer Ahli Muda; Bertanggung jawab atas dukungan sistem
informasi, termasuk aplikasi keuangan (seperti SIMDA) yang digunakan
dalam penyusunan  Buku Kas Umum (BKU) dan Laporan
Pertanggungjawaban (LPJ)

d. Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan; Melakukan pelayanan
administrasi  kependudukan  yang dapat  menghasilkan penerimaan
daerah (retribusi/PNBP).

e. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; Sama halnya dengan bidang pendaftaran
kependudukan, kegiatan ini juga berpotensi menghasilkan penerimaan daerah.

f. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; Bertanggung
jawab atas pengelolaan data dan sistem informasi kependudukan.

g. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan; Berfokus pada inovasi

layanan dan pemanfaatan data untuk peningkatan pelayanan publik.

Struktur organisasi adalah bagan yang menggambarkan tata hubungan kerja
antar bagian dan garis kewenangan, tanggung jawab dan komunikasi dalam
menyelenggarakan pelayanan dan penunjang pelayanan. Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan menjabarkan struktur organisasi menjadi

sebagai berikut :
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Gambar 4. 3 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Magetan

4.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan mempunyai
tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Kabupaten yang diberikan kepada Kabupaten di bidang
administrasi kependudukan dan tugas pembantuan. Berikut beberapa tugas pokok
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan. Berdasarkan
Peraturan Bupati Magetan Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, dijelaskan fungsi sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Tabel Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Fungsi

1. Perumusan kebijakan di bidang 1) Perumusan kebijakan teknis di

administrasi kependudukan. bidang data dan dokumen
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. Pelaksanaan  kebijakan  di
bidang administrasi
kependudukan.

. Pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan di bidang

administrasi kependudukan.

. Pelaksanaan administrasi dinas

di bidang administrasi
kependudukan.
. Pelaksanaan fungsi lain yang

diberikan oleh Bupati terkait

dengan tugas dan fungsinya.

2)

3)

4)

S)

6)

kependudukan dan pencatatan
sipil;

Penyelenggaraan urusan
pemerintahan di bidang data
dan dokumen kependudukan
dan pencatatan pendaftaran

penduduk, bidang pencatatan

sipil dan bidang pengendalian

penduduk;
Penyusunan = rencana  dan
program kerja serta

pengkoordinasian pelaksanaan

tugas Dinas;

Perumusan  kebijakan  dan
pengembangan sistem dan
teknologi informasi

administrasi kependudukan;
Pelaksanaan pendaftaran
peristiwa kependudukan dan
pencatatan peristiwa penting.

Pelaksanaan

pelayanan

penerbitan dokumen
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7)

8)

9)

kependudukan  dan  surat
keterangan kependudukan;
Pelaksanaan pengelolaan,
pelayanan  informasi  dan
penyajian data administrasi
kependudukan;

Pelaksanaan pembinaan,
pemantauan, pengawasan dan
pengendalian  pelayanan di
bidang kependudukan dan
pencatatan sipil;

Penyusunan perencanaan dan
pelaksana kebijakan dalam
bidang kependudukan dan

pencatatan sipil;

10) Pelaksanaan fungsi lain yang

diberikan oleh Bupati.

Sumber : (Magetan, 2024).



28

4.1.7 Bidang-bidang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Magetan

1. Kepala Dinas
Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang diberikan
kepada Kabupaten di bidang administrasi kependudukan dan tugas pembantuan.
2. Sekretariat
Sekretariat ~mempunyai  tugas  merencanakan, melaksanakan,
mengoordinasikan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan
administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan
keuangan. Sekretariat, membawahi :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2) Sub Bagian Keuangan.
3) Kelompok Jabatan Fungsional.
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
a. Melaksanakan urusan surat-menyurat.
b. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data
kepegawaian, cuti, kenaikan, pangkat, dan pensiun.
c. Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor.
d. Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa.
(2) Sub Bagian Keuangan :
a. Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan

Anggaran.
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b. Melaksanakan tata usaha keuangan.
c. Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan.
d. Menyusun laporan keuangan.
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi
kependudukan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud :
a) Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
b) Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
c) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran
penduduk;
d) Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Pelayanan
Pencatatan Sipil. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud :
a. Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Sipil.
b. Pelaksanaan penerbitan dokumen Pencatatan Sipil.
c. Penyusunan perencanaan pelayanan Pencatatan Sipil.
d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Pencatatan Sipil.
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan
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kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Bidang
pengelolaan informasi administrasi kependudukan memiliki tugas sebagai
berikut:

a. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan
yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan
penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia
teknologi informasi dan komunikasi.

b. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi internal dan lintas sektor dalam
pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi
sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data
kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi
dan komunikasi.

c. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang
meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan
penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia
teknologi informasi dan komunikasi.

6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan

di bidang kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi

pelayanan administrasi kependudukan. Bidang pemanfaatan data dan inovasi

pelayanan memiliki tugas sebagai berikut :
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a) Pelaksanaan sosialisasi dan publikasi pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi
kependudukan.

b) Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan,
kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

c) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan
dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi

kependudukan.

4.2 Hasil Pengamatan

Dalam menjalankan aktivitas operasional di bidang sekretariat dilakukan
selama magang proses penyusunan Buku Kas Umum (BKU) dan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Magetan selama periode 21 Juli 2025 hingga 21 September 2025. Pengamatan
melibatkan wawancara dengan bendahara dan analisis dokumen, menunjukkan
prosedur yang umumnya sesuai regulasi, namun dipengaruhi oleh volume transaksi

tinggi selama periode magang.

4.2.1 Prosedur Penyusunan Buku Kas Umum (BKU)
Berdasarkan observasi prosedur penyusunan Buku Kas Umum (BKU) di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan dimulai dengan;
(1) Pengumpulan Bukti Transaksi ; dari setiap bidang oleh bendahara harian.
(2) Pencatatan Harian ; dilakukan secara manual atau elektronik ke dalam format

Buku Kas Umum (BKU) setelah dicek kelengkapan administrasinya.
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(3) Pada Akhir Periode ; Buku Kas Umum (BKU) harian dijumlahkan,
direkonsiliasi dengan laporan bank, dan kemudian
(4) Dilaporkan ; kepada PPK dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk
diketahui. Proses rekonsiliasi masih mengandalkan pencocokan manual pada
catatan kas dengan pengerjaan waktu 2-3 hari kerja.
(5) Temuan Buku Kas Umum
Buku kas umum daerah (RKUD) dikelola melalui PT Bank Jatim Cabang
Magetan sebagai pemegang kas pemerintah kabupaten, sesuai penunjukan resmi.
Temuan BPK mencakup ketidaksesuaian pencatatan pengeluaran di buku kas
umum dan buku pembantu kas tunai, serta keterlambatan peraturan bupati terkait
pengelolaan keuangan. Hal ini berdampak pada pola pengelolaan BLUD yang

belum didukung peraturan lengkap.
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Tabel 4. 2 Tabel SOP Buku Kas Umum - SPM-GU

Kode Dokumen SOP/KEU/03
Tgl Pembuat : 14/08/2017
g SOP PENERBITAN SPM-GU b 2
gl Rews!
Tgl Efektif 14/08/2017
Mutu Baku
Noj Uraian Prosedur Kepala Sub Bagian | Kepala Dinas Persyaratan/ Keterangan
Keuangan (PPK) (KPA) suD Perlengkapan Wkt Outpot
Berdasarkan SPP-GU beserta
1 |kelengkapan berkasnya maka SPP-GU SPM-GU
PPK menerbitkan SPM-GU
1 hani
SPM-GU selanjutnya diajukan
kepada Kuasa Pengguna )
2 | Anggaran untuk SPM-GU SPM-GU
disetujui/disahkan
SPM-GU lembar ke-1 dan ke-2,
dan persyaratan lainya dikirim ke Ej . s
2 Bendahara Umum Daerah (BUD) SPM-GU SPM-GU
untuk diterbitkan SP2D
thont p———— |
SPM-GU lembar ke-1 dibawa oleh [—"—]
bagian pembendaharaan SKPD -
4 |Pusat dan Lembar ke-2 dibawa SPM-GU SPM-GU
oleh BUD untuk dijadikan sebagai
arsip

4.2.2 Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Berdasarkan observasi prosedur penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Magetan dimulai dengan;
(1) Penerbitan Surat Edaran ; dari Sekretariat Dinas kepada seluruh bidang untuk
mengumpulkan laporan capaian kinerja dan realisasi anggaran.
(2) Data dari berbagai bidang ; dikompilasi oleh Subbag Program dan
Perencanaan.
(3) Tahap Kritis (Rekonsiliasi Data) ; di mana tim penyusun harus menyelaraskan
data keuangan dari Buku Kas Umum (BKU) dengan data capaian kinerja fisik

dari masing-masing bidang.
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(4) Setelah data konsisten ; disusunlah narasi capaian kinerja, dianalisis, dan
dirangkum menjadi draft Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

(5) Draft kemudian melalui proses verifikasi dan persetujuan berjenjang sebelum
disampaikan ke pemerintah daerah. Misal terdapat kesenjangan waktu antara
tersedianya data keuangan final dari Buku Kas Umum (BKU) dengan batas
pengumpulan data kinerja menyebabkan data yang digunakan seringkali
masih bersifat sementara (preliminary).

(6) Temuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan
menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) 2024 berdasarkan
Renstra, tapi terintegrasi dalam evaluasi keuangan daerah yang mendapat 14
temuan BPK. Tidak ada temuan spesifik terhadap dinas ini, namun secara
keseluruhan melibatkan kesalahan penganggaran belanja barang/jasa dan
ketidakakuratan target pendapatan. Pemerintah berkomitmen memperbaiki

menuju WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada 2025.
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Tabel 4. 3 Tabel SOP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Kode : SOP/PRC/07
Dokumen : 14/08/2017
SOP PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA Tl
INSTANSIPEMERINTAH (LKjIP) 9
Pembuata : 14/08/2017
n Tql
Revisi
Tgl Efektif
Pelaksana Mutu Baku
f Ki | II
N Uraian Prosedur Sta .SUb epa.a Su Sekretaris Persyaratan/ Keterangan
° Bagian Bagian Dinas Kepala Perlengkapan Waktu Output
Perencan Perencan Dinas
aan aan
Kepala Sub Bagian Perencanaan G
1 Imengumpulkan capaian kinerja tahun - Data Capaian Kinerja
sebelumnya pada setiap Bidang/Bagian
Membuat Draf Laporan Kinerja Instansi D : .
Pemerintah (LKjIP) | Tidak Eiant:rj(a:apalan raf LgIP
|
Memeriksa Draf LKjIP, jika tidak sesuai
maka dikembalikan untuk diperbaiki, /\ Draf LKiIP Draf LKGIP
jika sesuai maka Kepala Sub Bagian ) J
Perencanaan memberikan paraf Tidak
Memeriksa Draf LKjIP, jika tidak sesuai <}dak 1 Bulan
4 Imaka dikembalikan untuk diperbaiki, jika Draf LKjIP Draf LKjIP
sesuai maka Sekretaris Dinas
memberikan paraf
Ya
Memeriksa Draf LKjIP, jika tidak sesuai /
maka dikembalikan untuk diperbaiki, > . .
> jika sesuai maka Kepala Dinas \ rGs LKjIP
menyetujui dengan membubuhkan Ya
tandatangan f
6 |Membuat surat pengantar |:| LKjIP Surat Pengantar,
LKjIP
7 Mengganda.kan dan mendi§tribusikan D Surat Pengantar, Draf LK]IP
Laporan LKjIP kepada Bagian LKjIP
Organisasi

4.3 Pembahasan

Efektivitas dan Efisiensi Penyusunan Buku Kas Umum (BKU) dan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mengacu pada kemampuan Dinas dalam

menghasilkan dokumen pertanggungjawaban yang tepat guna, akura